
 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Qur’an & Hadits 

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya 2019) surat An-nur 

ayat 55 

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya 2019)  Surat An-

Nisa ayat 58 

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya 2019)  Surat An-

Nisa ayat 59 

HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709 

HR. Muslim no. 1843HR. Muslim no. 1835 

 

 

Agustina, M Sriastuti. “Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Peran 

Badan Permusyawaratan Desa.” Yustitiabelen 6, no. 2 (2020) 

 

Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, JKMP (Jurnal Kebijakan 

dan Manajemen Publik), July 2016. 

 

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

Jurnal Administrasi Publik, vol I, No.6. 

 

Djauhari, Kedaulatan Rakyat, Perspektif Islam, Jakarta, 2005 Jefri S. 

Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks 

Otonomi Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia), Gorontalo, 

2016. 

 

Duwing, Lukas. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kabupaten 

Kutai Timur” 6, no. 2 (2018) 

 

E-Journal UMRI, Pembentukan Peraturan Desa (Perdes):  Tinjauan 

Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan  

Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

 



 
 

 

Erni Irawati, Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah kajian tentang Otonomi 

Desa), Universitas Diponegoro, Bandung, Juli 2021. 

 

Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 

Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group,2020. 

 

Haw Widjaja, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. 

 

Huda, Ni’matul., 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Yogya-karta: 

Setara Pres 

   

Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks 

Otonomi Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia), Gorontalo, 2016. 

 

Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia. Hukum Administrasi 

Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 

 

Musung, Patrice Varano, Joorie Ruru, and VERY YOHANIS LONDA. 

"KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DESA (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu 

Kabupaten Minahasa)." JURNAL ADMINISTRASI 

PUBLIK 4.63 (2018). 

Muttaqin Zaenal Entol, Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan, Intitut 

Agama Islam Negeri 2014 

 

Nyimas Latifah Letty Aziz Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa| 

Jurnal Penelitian Politik | Volume 13 No. 2 Desember 2016. 

 

Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." Lex 

Administratum 3.2 (2015). 

 

Sakinah Nadir Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik 

Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 201. 

 

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi 

Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010, dikutip di M. Yasin al-arif “Anomali 

Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 



 
 

 

1945” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.2 Vol.22 April 

2015, 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung 

  

 

Sri M Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, 

Bandung: Alumni, 1992,  

 

Suryaningrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, 

Jakarta, Rineka Cipta. 

Tjokrowinoto, Moeljarto, Birokrasi Dalam Polemik, Malang: Pustaka 

Pelajar, 2001. 

 

Widodo, Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan 

Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi 

Daerah. Sdsrurabaya: CV Citramedia. 2001. 

 

 

Zulman Barniat, ’’ Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal’’, 

Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5, No 1,( Juli 2019)  
 
Undang undang 

https://siswady.wordpress.com/makalah/ayat-ayat-tentang-

kepemerintahan/ 

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Desa 

Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Desa 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa 

Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.   

Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 



 
 

 

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Dan 

Peraturan Pemerintah Daerah 

 

 

Wawancara 

Wawancara dengan bapak muheli ak selaku kepala desa sukadana 

kecamatan ciomas 17 November 2022 

Wawancara Dengan Bapak Saefullah Selaku Ketua Bpd 21 November 

2022 

Wawancara Dengan Bapak Fahrudin Selaku sekretaris Desa Sukadana 

Kecamatan Ciomas 30 januari 2023 

 
 

 
 


